BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BONE,

. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan

prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memajukan kondisi daerah;

. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah,
serta program perangkat daerah, perlu disusun rencana
pembangunan jangka menengah daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, rencana pembangunan jangka
menengah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir dengan



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang — Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7067);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone
Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Bone.
. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan,



10.

11.

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bone.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan dewan = perwakilan rakyat daerah  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat @ RPJMD  adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode S5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan kepala daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode S (lima)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan
pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan

Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima)
tahun.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

pendahuluan;

gambaran umum daerah;

visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
program perangkat daerah dan kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah; dan

e. penutup.

o op

(3) RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.
(2) RPUMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD,

Renstra Perangkat Daerah dan Renja PD.

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

a. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 20 Agustus 2025

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.02.041.25



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat
tujuan, sasaranm strategi, arah kebijakan, program pembangunan
daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
panjang waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Tata Ruang Wilayan (RTRW), serta mendukung secara secara seiring
sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17
(tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik
Cepat (Quick wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden
RI priode 2025-2029.

Dokumen ini merupakan perencanaan pembangunan Kabupaten
Bone untuk periode 5 (lima) tahun yankni tahun 2025 sampai dengan
tahun 2029. Penyusunan rencanan pembangunan ini dilasanakan
dalam rangka menjamin konsistensi kebijakan dan keberlanjutan
program pembangunan yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah
daerah dengan pelibatan masyarakat dan unsur pemangku
kepentingan.

Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah oleh
Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dokumen ini akan menjadi pedoman
dalam merancang, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan
pemerintaan yang menjamin kesinambungan pembangunan daerah
terutama dalam rangka peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas
pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada
aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun
pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun kedepan dan hasilnya
akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pada akhir masa
kepemimpinannya.

Sehubungan dengan pentingnya perencanaan pembangunan
daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai
dokumen perencanaan komprehensif maka perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan jangka
menengah Daerah Tahun 2025-2029.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 3

Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan daerah

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan
berbagai  pemangku  kepentingan melalui = mekanisme
Musyawarah dan diskusi publik

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi
dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD
Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah
pembanguan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan,
Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional
Pendekatan holistik-tematik mencakup penanganan secara
menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan
pencapaian tujuan program prioritas

Pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh
program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras
dalam mencapai sasaran prioritas daerah

Pendekatan spasial yakni kegiatan prioritas direncanakan
berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang
jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan
kegiatan di lapangan.

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2
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